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ABSTRAK

(A) Nama : Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H.
(NIM: 208181011)
(B) Judul Disertasi  : Penyelesaian Perkara Terhadap Pertautan Sita

Umum Dalam Kepailitan Dengan Sita Pidana
Berkaitan Dengan Kelanjutan Usaha Debitor (On
Going Concern)

(C) Halaman : 357 + lampiran + 2021.
(D) Kata kunci : Kelanjutan Usaha Debitor (On Going Concern)
(E) Isi ;

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUK-PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas
semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. Mengenai sita umum itu sendiri diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(2) UUK & PKPU sedangkan mengenai sita pidana diatur dalam pasal 39 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Antara sita umum dan sita pidana
sebagaimana yang diatur dalam UUK dan KUHAP keduanya sama-sama
menyebutkan wewenang tertinggi dari sita lainnya, sehingga banyak permasalahan
hukum yang timbul akibat adanya pertautan antara sita umum dalam kepailitan dan
sita pidana tersebut. Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 3 kajian teori
yaitu Grand theory dalam penelitian ini adalah positivisme hukum yaitu aliran
faham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, Dalam ilmu hukum,
positivisme berkembang sebagai ilmu hukum berlabel positivism in jurisprudence.
lImu hukum berpaham legisme mengunggulkan peran lege/lex (undang-undang)
untuk penyelesaian perkara di pengadilan. Positivisme menghendaki agar setiap
metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah
memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objektiva yang
harus dilepaskan dari semua pra-konsepsi metafisis yang sifatnya subjektif. Middle
theory dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yaitu Terkait dengan teori
kepastian hukum, maka tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat
melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang
akan berfungi sebagai motor utama penguasa (pemerintah), dan menegakkan
wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara. Applied
theory dalam penelitian ini adalah teori penyelesaian sengketa yaitu Persengketaan
yang timbul diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga
penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian
yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak.
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